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PENETAPAN 

Nomor 628/Pdt.P/2013/PA.Wtp. 

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat 

Nikah yang diajukan olah: 

Markisa binti Mading, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan 

nrumah tangga, tempat tinggal di II Kampung Tengah Kelurahan 

Pallette Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, 

sebagai pemohon 

Pengadilan Agama Watampone tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 

Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Watampone Nomor 0628/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bahwa pemohon dengan Jumardin bin Abdullah adalah suami istri menikah 

pada tanggal 24 Juli 2007 di Kecamatan Takkalalla Kaupaten Wajo. 

2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan Jumardin bin Abdullah adalah 

Imam setempat bernama Andi Hasan, yang menjadi wali nikah  adalah 

saudara kandung pemohon bernama Hasan bin Mading karena ayah 

kandung pemohon telah meninggal dan disaksikan oleh dua orang saksi 

nikah yaitu Marding dan Siri, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat. 

3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon  

berstatus jejaka. 

4. Bahwa perkawinan pemohon dengan Jumardin bin Abdullah tidak ada 

larangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan 

perkawinan lainnya untuk terjadinya perkawinan.  
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5. Bahwa pemohon dan Jumardin bin Abdullah sejak menikatf "tidak pfemah 

bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bemama Fitrian i 

binti Jumardin. 

6. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah 

dengan Jumardin bin Abdullah sebagai bukti adanya perkawinan pada saat 

itu untuk pengurusan mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta 

kelahiran anak. 

7. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila 

ternyata permohonan ini di kemudian hari menimbulkan kerugian negara atau  

pihak manapun. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq.majelis hakim yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan pemohon. 

2. Menetapkan sah perkawinan pemohon (Markisa binti Mading) dengan 

Jumardin bin Abdullah yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 2007 di 

Takkalalla, Kabupaten Wajo. 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang 

menghadap di persidangan, karena itu Majelis Hakim menunda persidangan 

untuk memanggil kembali pemohon. 

Bahwa pada persidangan berikutnya pemohon tetap tidak hadir 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan  

tanggal 13 Desember 2013 dan tanggal 8 Januari 2014 maka pemeriksaan 

perkara ini tidak dapat dilanjutkan. 

Bahwa, untuk singkatnya maka semua hal ihwal yang termuat dalam 

berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari penetapan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
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Menimbang. bahwa pemohon tidak pemah hadir di persidangan dua kal i  

berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula 

menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya. 

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah hadir di 

persidangan maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemohon tidak 

bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, sehingga perkara ini harus 

dinyatakan gugur. 

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini 

dibebankan kepada pemohon. 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur; 

2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga 

kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu 

rupiah); 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 

Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. 

H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Heriyah, S.H., 

M.H. dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, 

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H. 

sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pemohon. 

Ketua Majelis 
ttd 

             Drs. H. Amiruddin, M.H. 
Hakim Anggota I 

ttd 
Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H 
Hakim Anggota II 

ttd 
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Muh. Nasir B, S.H. 
Panitera Pengganti 

ttd 

     Drs. Rustan, S.H. 
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Rincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- 

2. Biaya ATK Rp. 50.000,- 

3. Biaya Panggilan Rp. 100.000,- 

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,- 

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,- 

 Jumlah Rp. 191.000,- 
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